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ABSTRAK :  - Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai 
pelaksanaan dari Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Islam Pakistan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan 
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 
Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Untuk lebih memberikan 
kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas irnpor barang dari 
Republik Islam Pakistan guna mengakomodasi dinamika Perjanjian Perdagangan Preferensial antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian 
Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam 
Pakistan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 98 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 
236), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 
2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dart tarif bea masuk 
yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Besaran tarif bea masuk, ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan 
Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Tarif 
Preferensi dikenakan terhadap impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan 
pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB), impor barang untuk dipakai yang 
menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan irnpor barang dari TPB, yang 
pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif 
Preferensi, impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa 
pemberitahuan irnpor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah 
mendapatkan persetujuan untuk rnenggunakan Tarif Preferensi, pengeluaran barang hasil produksi 
dari Kawasan Bebas ke TLDDP, atau pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat 
pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi. 
Ketentuan Asal Barang terdiri dari kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman 
(consignment criteria), dan kriteria pengiriman (consignment criteria). Barang impor yang berasal dari 
Negara Anggota pengekspor dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua ratus 
United States Dollar), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA Form IP. Dalam 
hal SKA Form IP dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan. Tata cara 



penyerahan SKA Form IP beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara 
penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat 
Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian 
atau kesepakatan intemasional selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea 
masuk atas barang impor berdasarkan skema Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata 
Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang 
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 
Intenasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 Juni 
2021. 

  - Lampiran: halaman 33-63. 

 


